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Grosse akta pengakuan hutang bertujuan menjamin kepastian hukum bagi kreditur apabila terjadi
wanprestasi oleh debitur. Kekhususan dari grosse akta pengakuan hutang dibandingkan akta lainnya adalah
adanyairah-irah “DEMI| KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki
kekuatan eksekutorial seperti layaknya putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial ini juga dijelaskan pada
pasal 224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 1 angka 11 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Namun sayangnya, Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021, hakim tetap mengabsahkan salinan
akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 yang tidak memiliki irah-irah tersebut. Selain itu adanya tindakan
kreditur yang melakukan sita jaminan yang didasarkan atas salinan tersebut, bahkan dalam akta tersebut juga
tidak mencantumkan ketentuan mengenai jaminan. Mengingat bahwa suatu akta pengakuan hutang
merupakan pengakuan sepihak dari debitur karenatelah berhutang kepada kreditur dalam jumlah tertentu
dan tidak boleh mencantumkan persyaratan-persyaratan lain, maka akta ini seharusnya dapat menjadi bias
perihal kepastian jumlah hutangnya dikarenakan cicilan dari yang telah dilakukan oleh debitur yang
wanprestasi. Kedua masalah inilah yang diangkat dalam tesisini, antaralain; kekuatan hukum eksekutorial
dalam akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 dan kedudukan hukum klausul denda dan bunga dalam akta
pengakuan hutang 71 tahun 2018 berdasarkan studi putusan Putusan Mahkamah Agung No.
2834K/PDT/2021. Metode penelitian yang diterapkan dalam tesisini adalah doktrinal. Hasil penelitian ini
adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam akta pengakuan hutang tersebut dan pencantuman klausul
dan denda yang menjadikan akta pengakuan hutang ini tidak murni dan membuat seolah-olah hanya sebagai
surat sanggup atau perjanjian hutang piutang. Adapun saran yang diberikan antaralain pemahaman yang
lebih jeli dari hakim terhadap keabsahan suatu surat pengakuan hutang murni dengan melihat faktor formil
dan mateiil.

...... Grosse deed of acknowledgment of Debt aims to guarantee legal certainty for creditorsin the event of
default by the debtor. The specificity of the deed of acknowledgment of Debt grosse compared to other
deedsisthat the “For the sake of JUSTICE BASED ON THE ONE ALMIGHTY GOD” has executorial
power like a court decision. This executive power is also explained in article 224 of the Herzien Inlandsch
Regulation (HIR) and Article 1 point 11 in the Notary Office Law. But unfortunately, the Supreme Court
Decision No. 2834K/PDT/2021, the judge still validated the debt acknowledgment deed No. 71 of 2018
which does not have these title. Apart from that, there was an action by the creditor who carried out a
confiscation guarantee based on these constraints, even the deed did not provide provisions regarding
collateral. Given that a deed of acknowledgment of debt isa unilateral acknowledgment of the debtor
because he owes a certain amount to the creditor and cannot include other conditions, this deed should be
biased regarding the certainty of the amount of his debt due to installments made by the default debtor.
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These two issues are raised in this thesis, among others; executorial legal force in the deed of
acknowledgment of debt no 71 of 2018 and the legal status of fines and interest clausesin the deed of
acknowledgment of debt 71 of 2018 based on the study of the Supreme Court Decision No.
2834K/PDT/2021. The research method applied in this thesisis doctrinal. The results of this study are that
there is no executorial power in the debt acknowledgment deed and the inclusion of clauses and fines that
make the debt acknowledgment deed impure and make it appear asif it is only a promissory note or
receivables agreement. The advice given includes a more observant understanding from the judge on the
validity of a pure debt acknowledgment by looking at formal and material factors.



